SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

:a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

1.

sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2015;

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati bersama antara Bupati Demak dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak pada tanggal
18 September 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Peraturan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan  Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575 );

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2006 Nomor 1 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006
tentang Rencana  Pembangunan Jangka = Panjang
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor
10);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 4);



27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan
BUPATI DEMAK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

sebagai berikut:

(1) PendapatanDaerah :
Semula Rp. 1.530.744.804.000,00
Bertambah Rp. 255.482.815.000,00
Jumlah Setelah perubahan

(2) Belanja Daerah :

Semula Rp. 1.645.731.698.000,00
Bertambah Rp. 352.687.749.310,00
Jumlah setelah perubahan Rp.
Surplus/Defisit Rp.

(3) Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

Semula Rp. 123.486.894.000,00

Bertambah Rp. 107.704.934.310,00

Jumlah setelah perubahan Rp.
b. Pengeluaran

Semula Rp. 8.500.000.000,00

Bertambah Rp. 10.500.000.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp.

Rp. 1.786.227.619.000,00

1.998.419.447.310,00
(212.191.828.310,00)

231.191.828.310,00

19.000.000.000,00



Sehingga Pembiayaan Netto adalah :

Semula Rp. 114.986.894.000,00

Bertambah Rp. 97.204.934.310,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 212.191.828.310,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri
dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula Rp. 206.243.460.000,00

Bertambah Rp. 22.677.853.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 228.921.313.000,00
b. Dana Perimbangan

Semula Rp. 969.294.252.000,00

Bertambah Rp. 23.677.709.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 992.971.961.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Semula Rp. 355.207.092.000,00
Bertambah Rp. 209.127.253.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 564.334.345.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

Semula Rp 59.823.415.000,00

Bertambah Rp. 12.703.585.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 72.527.000.000,00
b. Retribusi Daerah

Semula Rp 18.678.045.000,00

Bertambah Rp. 137.987.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 18.816.032.000,00



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Semula Rp. 9.680.000.000,00
Bertambah Rp. 346.549.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 10.026.549,000,00

d. Lain - lain Pendapatan Asli Derah yang sah

Semula Rp 118.062.000.000,00
Bertambah Rp. 9.489.732.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 127.551.732.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b terdiri

(4)

dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

Semula Rp. 59.389.167.000,00
Berkurang Rp. (5.318.221.000,00)
Jumlah setelah perubahan Rp. 54.070.946.000,00

b. Dana Alokasi Umum

Semula Rp 833.041.455.000,00
Bertambah Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 833.041.455.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
Semula Rp 76.863.630.000,00
Bertambah Rp. 28.995.930.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 105.859.560.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

Semula Rp 0,00
Bertambah Rp. 7.464.851.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 7.464.851.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya

Semula Rp 100.854.005.000,00
Bertambah Rp. 31.070.450.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 131.924.455.000,00



(1)

(2)

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Semula Rp 254.353.087.000,00
Bertambah Rp. 39.693.634.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 294.046.721.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Semula Rp 0,00

Bertambah Rp. 130.898.318.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 130.898.318.000,00
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri
dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Semula Rp 966.060.104.000,00

Bertambah Rp. 58.076.419.310,00

Jumlah setelah perubahan Rp.1.024.136.523.310,00
b. Belanja Langsung

Semula Rp 679.671.594.000,00

Bertambah Rp. 294.611.330.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 974.282.924.000,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a
terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Semula Rp 801.685.527.000,00
Bertambah Rp 19.900.446.310,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 821.585.973.310,00

b. Belanja Hibah

Semula Rp 11.972.200.000,00
Bertambah Rp. 18.636.311.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 30.608.511.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial
Semula Rp 0,00
Bertambah Rp. 4.022.000.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 4.022.000.000,00



(1)

d. Belanja Bagi Hasil

Semula Rp 8.100.146.000,00
Bertambah Rp. 1.054.128.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 9.154.274.000,00

. Belanja Bantuan Keuangan

Semula Rp 142.302.231.000,00

Bertambah Rp. 14.463.534.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 156.765.765.000,00
. Belanja Tidak Terduga

Semula Rp 2.000.000.000,00

Bertambah Rp. 0,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri
dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Semula Rp 71.528.943.000,00
Bertambah Rp. 9.507.954.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 81.036.897.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula Rp 226.057.397.000,00
Bertambah Rp. 75.541.441.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 301.598.838.000,00

c. Belanja Modal

Semula Rp 382.085.254.000,00

Bertambah Rp. 209.561.935.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 591.647.189.000,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri
dari:
a. Penerimaan Pembiayaan
Semula Rp 123.486.894.000,00
Bertambah  Rp. 107.704.934.310,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 231.191.828.310,00



(2)

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula Rp 8.500.000.000,00
Bertambah  Rp. 10.500.000.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 19.000.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a adalah jenis
pembiayaan:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Semula Rp 123.486.894.000,00
Bertambah Rp 107.704.934.310,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 231.191.828.310,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b adalah jenis
pembiayaan:

Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah

Semula Rp 8.500.000.000,00

Bertambah Rp. 10.500.000.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 19.000.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdiri :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;



5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam  Kerangka  Pengelolaan
Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per jabatan;
7. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;

8. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(2) Kriteria darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a.

bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Kriteria mendesak dimaksud sebagai berikut :

a.

program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan

adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban APBD
tahun berjalan.

Pasal 7

Dalam rangka operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
Tahun Anggaran 2015.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Oktober 2015

BUPATI DEMAK,

ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
ttd
SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI
JAWA TENGAH : ( 10 /2015).

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001




